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ulan Mei 2003. Tim-
kekhawatiran apakah
gkin DPR dapat me-

nuntaskan tugas konstitusi-
onalnya membentuk Mah-

kamah Konstitusi dalam

- kurun waktu kurang dari
- dua bulan saja? Sepertinya,

DPR butuh keajaiban un-

. tukitu. ;

Sebenarnya, bila saja DPR memiliki
kemampuan politik yang kuat dan skala
prioritas dalam penyusunan rancangan
undang-undang, penuntasan UU Mah-
kamah Konstitusi (MK) sudah dapat di-
selesaikan jauh sebelum Mol 2003. Ar-
tinya, secara perhitungan rasional, sejak

Sidang Tahunan MPR 2002,

" DPR memilika cukup waktu untuk me-

rambu-rambu yang harus

) i Bgon, anjing

nf k pernah ada |
tmen inéms:l untuk memprioritaskan
suatu rancangan undang-undang. Cela-

kanya, fenomena tersebut tidak saja di- senan

sadari, tetapl juga "seakan-akan" diab-

sahkan menjadi tradisi di dalam perja- ng

lanan sejarah legislasi.

Transisi demokrasi

Secara teoretis, kebutuhan adanya lem-
baga Mahkamah Konstitusi merupakan
tren yang tengah berkembang di nega-
ra-negara yang mengalami translsi de-

mokrasi. Semangat dari pelembagaan yang

Mahkamah Konstitusi adalah mengadop-
si spirit konstitusionalisme dalam sebuah

institusi yang berperan sebagai pengawal rupi

konstitusi (¢he guardians of conatitution).

Di beberapa negara di dunia, seperti
Afrika  Selatan, Aljazair, maupun
Azerbaijan, Mahkamah Konstitusi sering
kali dijadikan simbol untuk membebas-
kan dari ikatan lama kekuasaan rezim
otoritarian menuju rezim demokrasi, Da-
lam konteks tersebut, Mahkamah Kon-
stitusi acapkall disandingkan sebagai ba-
glan dari paket reformasi konstitusl. Se-
cara gagasan, paling tidak ada empat hal
yang melatari pembentukan MK, yakni
(1) sebagai implikasi faham konstitusi-
onalisme; (2) perwujudan mekanisme
checks and balances; (3) penyelenggaraan
negara yang bersih; (4) perlindungan hak
asasi manusia.

jadi lembaga ncgara
reme, melainkan sejajar
negara lainnya.

Akibatnya, perlu ada lembaga
bentuk menggantikan fungs
utama bila terjadi
ngan konstitusi. Lem inilah, di be-
berapa negara yar&mmgmut sistem civil
law, diemban oleh Mahkamah Konsti-
tusi.

Kerangka Mahkamah Konstitusl

Berkaltan dengan kepentingan DPR
mermbentuk Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi, hasil riset Konsorsium Re-
formasi Hukum Nasional (KRHN, 2003)

e -

Mahkamah Konstitusi, Sebuah Keajaiban

ngan dalam pembahasan RUU
Konstitusi.

(Sambungan dari halaman 4)

. ngan segera menyelesaikan
sengketa hasil pemilu. Padahal,
putusan hakim konstitusi ter-
scbut merupakan tolok ukur
bagi legitimasi suatu pemerin-

tahan,

Dari berbagai tebaran pemi-
kiran yang terangkum dalam
diskusi Mahkamah Konstitusi
‘selama inl, '.ex‘ldentlﬁka::l ada-

berbagal ragam problema-

ynng masih diperdebatkan

draf RUU

: Konstitusi versi Ba-
dan Legislatif DPR.

~ Pertama, adanya problema

‘ mekanisme rekrut-

ruk. Hal ini disandarkan pada
adanya kemungkinan dominast
politicking antar-elite polittk.
Kedua, perdebatan dalam
perumusan  kriteria lembaga
negara. Scbagaimana dipaha-

.mi, lembaga-lembaga negara

pascaperubahan UUD 1945
mengalami dinamika yang sa-
e "““"“b’.‘m“‘

(1 ;
Ini menuntut hej‘g:nn efinisi
operatif untuk menentukan kri-

teria lembaga m
sayangnya, di draf RUU
Konstitusi versi Ba-

leg DPR tidak terelaborasi me-
madal. v

untuk mewakill para pihak,
yang menurut hemat penulis

merupakan pembatasan demo-
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